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REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2OI9

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN

EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC

OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES OJV EXTRADITIOI{)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a.

b

bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik

Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja
sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian
internasional;

bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan

informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu
negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga

mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional,
yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku
kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan
pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana

dilakukan;

c. bahwa
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c. bahwa untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan
kerja sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui
perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana atau

kejahatan;

d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang

efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani
Perjanjian Ekstradisi di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab,
pada tanggal 2 Februari2Ol4;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian
antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab
mengenai Ekstradisi (Treaty between the Republic of
Indonesia and the United Arab Dmirates on Ertradition);

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O0O tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aOl2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN . .
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MEMUTUSI(AN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT

ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEDN THE

REPUBLIC OF INDONESIA A]VD THE UNITED ARAB EMIRATES

ON EXTRADITIOIIII.

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (Treatg between
the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates
on Extraditionl yang ditandatangani pada tanggal
2 Februari 2Ol4 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab,
yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia,
bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari2Ol9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari2Ol9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Hukum,

idang Hukum dan

ttd

g-undangan,
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2OL9

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN

EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEE,N THE RE,PUBLIC

OF INDONE,SIA AND THE, UNITED ARAB EMIRATES O]V EXTRADITIOIV)

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja
sama internasional yang diwujudkan melalui perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya
teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih,
telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang
lain seakan-akan tanpa batas (borderlessl, sehingga memudahkan lalu
lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Hal
tersebut juga memberikan peluang yang tebih besar bagi pelaku tindak
pidana untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan
di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak
pidana dilakukan.

Menyadari kemungkinan adanya pelaku tindak pidana yang
meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang
pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana
dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah persatuan
Emirat Arab telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah
ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan
Emirat Arab. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, hubungan
dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan
pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling
menguntungkan (mutual benefitl, diharapkan semakin meningkat.

Dalam
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Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat
Arab mengenai Ekstradisi ini diatur antara lain mengenai kesepakatan
Para Pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat
diekstradisikan, permintaan ekstradisi, alasan penolakan ekstradisi,
saluran komunikasi, otoritas pusat, dan penyerahan orang yang
diekstradisikan.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab
mengenai Ekstradisi (Treatg between the Republic of Indonesia and the
United Arab Emirates on Extraditionl akan mendukung penegakan hukum
di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara

Itransnational crime) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana
pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6299



REPI'ELIT IIIIX)ITESIA

PERJANJIAN

ANTARA

REPUBLIK INDONESTA

DAN

PERSATUAN EMIRAT ARAB

MENGENAI

EKSTRADISI

Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat

Arab (selanjutnya disebut sebagai "Pata Pihak");

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerja sama yang efektif antara

kedua negara dalam pemberantasan kejahatan berdasarkan

penghormatan bersama terhadap kedaulatan dan keuntungan bersama;

SESUAI dengan hukum yang berlaku dari Para Pihak.

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut

PASAL 1

KEWAJIBAN UNTUK MENGEKSTRADISI

Para Pihak sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada Pihak lainnya,

berdasarkan permintaan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, setiap

orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak

Peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman

1



untuk tindak pidana yang dapat dielstradisikan yang dilaltukan di dalam

yurisdiksi Pihak Peminta.

PASAL 2

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan

adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua

Pihak dengan hukuman penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau dengan

hukuman yang lebih berat,

2. Apabila permintaan ekstradisi berkaitan dengan seseorang yang dicari

untuk pelaksanaan hukuman penjara atau perampasan kebebasan yang

dikenakan atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan, ekstradisi hanya

dapat dikabulkan apabila sisa masa hukuman yang dijalani sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan.

3. Dalam menentukan sebuah tindak pidana dapat dihukum atau tidak

berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apabila:

a. hukum Para Pihak menempatkan tindakan atau pembiaran yang

menyebabkan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama

atau menamakan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang

sama.

b. berdasarkan hukum Para Pihak unsur-unsur dasar tindak pidana

tersebut berbeda, dengan pemahaman bahwa keseluruhan tindakan

atau pembiaran yang diajukan oleh Pihak Peminta merupakan tindak

pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta.
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4. Apabila permintaan ekstradisi meliputi beberapa tindak pidana yang

terpisah yang semuanya dapat dihukum berdasarkan hukum Para Pihak,

tetapi beberapa tindak pidana tersebut tidak memenuhi persyaratan yang

tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Diminta dapat mengabulkan

ekstradisi untuk tindak pidana tersebut apabila orang tersebut akan

diekstradisi untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tindak pidana yang dapat

diekstradisikan.

5. Untuk tujuan ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan

adalah tindak pidana yang dapat dihukum menurut hukum Para Pihak

apabila tindakan atau pembiaran yang menyebabkan tindak pidana

tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan

hukum Para Pihak pada saat tindak pidana tersebut dilakukan dan juga

pada saat permintaan ekstradisi diterima. t

6. Suatu tindak pidana juga dapat diekstradisikan apabila meliputi percobaan

atau konspirasi untuk melakukan, berpartisipasi dalam membantu atau

bersekongkol dalam pelaksanaan, menganjurkan atau mengadakan, atau

menladi kaki tangan sebelum atau sesudah fakta atas tindak pidana yang

dijelaskan pada ayat (1) Pasal ini.

7. Apabila ekstradisi dimintakan atas seseorang yang dicari atas suatu tindak

pidana terhadap hukum yang terkait dengan perpajakan, bea cukai,

pengaturan valuta asing atau masalah pendapatan lainnya, ekstradisi

tersebut tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum Pihak Diminta

tidak menerapkan atau tidak memuat regulasi yang sama mengenai

perpajakan, bea cukai, valuta asing yang serupa dengan hukum Pihak

Peminta.
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PASAL 3

ALASAN WA.JIB UNTUK PENOLAKAN

1. Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal

sebagai berikut:

a. Apabila tindak pidana yang dapat dimintakan ekstradisi oleh Pihak

Peminta merupakan tindak pidana bermuatan politik;

b. Apabila Pihak Diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa

permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau

menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kebangsaan,

etnis asli, pendapat politik, jenis kelamin, atau status, yang membuat

orang tersebut dirugikan karena alasan tersebut; '

c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi merupakan tindak

pidana berdasarkan hukum militer, yang bukan merupakan tindak

pidana berdasarkan hukum pidana umum,

d. Apabila telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang telah

dijatuhkan terhadap orang tersebut di Pihak Diminta terkait dengan

tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;

e. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum dari

salah satu Pihak, menjadi kebal atas tuntutan dan hukuman atas dasar

apapun, termasuk daluarsa atau amnesti;

f. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, telah atau akan meniadi

korban penyiksaan atau kekerasan, tindakan tidak manusiawi atau

merendahkan martabat di Pihak Peminta;
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g. Apabila putusan Pihak Peminta dijatuhkan secara in absentia, terpidana

tersebut tidak menerima pemberitahuan yang cukup mengenai

persidangan atau kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya

dan belum atau tidak akan mendapatkan kesempatan persidangan

ulang atas kasusnya dengan kehadiran orang tersebut;

h. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi telah menjalani hukuman

yang berdasarkan hukum dari, atau bagian dari, negara manapun atau

telah dibebaskan atau diampuni oleh pengadilan atau otoritas

benvenang, terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana

lainnya dengan unsur tindakan atau pembiaran yang sama tindak

pidana yang dimintakan ekstradisinya.

2. Untuk tujuan Perjanjian ini, hal-hal berikut ini dianggap bukan tindak

pidana bermuatan politik:

a. Suatu tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau

anggota keluarga inti atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga

inti, atau anggota dari Dewan Tinggi Persatuan Emirat Arab atau

keluarga inti;

b. Suatu tindak pidana yang mewajibkan Para Pihak, menurut konvensi

internasional multilateral yang bertujuan untuk mencegah atau

memberantas kategori kejahatan tertentu, untuk mengekstradisi orang

yang dicari, atau mengajukan kasus tanpa penundaan yang tidak wajar

kepada otoritas berwenang guna kepentingan penuntutan;

c. Pembunuhan;

d. Tindak pidana yang berhubungan dengan tindakan terorisme; dan

e. Percobaan, persekongkolan, atau konspirasi untuk melakukan tindak

pidana yang dimaksudkan pada huruf a sampai d dari Pasal ini.
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3. Apabila terdapat pertanyaen tentang keJahatan yang dilakukan buronan

yang dicari adalah tindak pidana bermuatan politik atau tidak, keputusan

Pihak Dimintalah yang menentukan.

PASAL 4

ALASAN SUKARELA UNTUK PENOLAKAN

Ekstradisi dapat ditolak dalam hal sebagaiberikut.

a. Apabila otoritas benrvenang Pihak Diminta telah memutuskan baik untuk

tidak mengadakan maupun mengakhiri proses peradilan terhadap orang

tersebut terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi,

b. Apabila penuntutan terkait dengan tindak pidana yang dimintakan

ekstradisi sedang ditunda di Pihak Diminta terhadap orang yang

dimintakan ekstradisi.

c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstadisi diancam hukuman mati

berdasarkan hukum Pihak Peminta, kecuali Pihak tersebut memberikan

jaminan sehingga Pihak Diminta menganggap bahwa hukuman mati tidak

akan d'ljatuhkan atau, iika diiatuhkan, tidak akan dilaksanakan.

d. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum

Pihak Diminta, dianggap telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian

di wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5

EKSTRADISI WARGA NEGARA

1. Para Pihak memiliki hak untuk menolak mengekstradisikan warga

negaranya.
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2. Apabila ekstradisi tidak dikabulka, Pihak Diminta, atas permohonan Pihak

Peminta, harus menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas

benrvenangnya untuk pelaksanaan proses peradilan sesuai hukum

nasionalnya. Untuk tujuan ini, Pihak Peminta harus menyediakan dokumen

dan bukti mengenai kasus tersebut kepada Pihak Diminta. Pihak Peminta

wajib diberitahut<an mengenaitindakan apapun yang diambil terkait dengan

proses peradilan tersebut, berdasarkan permintaannya.

PASAL 6

SALURAN KOMUNIKASI

Untuk tujuan Perjanjian ini, Para Pihak wajib berkomunikasi satu sama lain

melalui saluran diplomatik.

PASAL 7

OTORITAS PUSAT

1. Tiap{iap Pihak wajib menunjuk Otoritas Pusat untuk kepentingan

pelaksanaan Perjanlian ini.

2. Tiap-tiap Otoritas Pusat adalah:

a. Untuk Pemerintah Republik lndonesia, Otoritas Pusat adalah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

b. Untuk Pemerintah Persatuan Emirat Arab, Otoritas Pusat adalah

Kementerian Kehakiman.

3. Apabila salah satu Pihak mengganti Otoritas Pusat, Pihak tersebut wajib

memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada Pihak lain

melalui saluran diplomatik.
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PASAL 8

PERi,IINTAAN DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Permintaan ekstradisi wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan beserta

dokumen terkait melalui saluran diplomatik.

2. Permintaan ekstradisi disertai dengan:

a. Uraian seakurat mungkin mengenai orang yang dicari, berserta

informasi lainnya yang dapat membantu untuk menentukan identitas,

kewarganegaraan, dan lokasi orang tersebut, termasuk foto terkini atau

sidik jari apabila tersedia;

b. Keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana, termasuk waktu,

tempat, tindakan, dan konsekuensi tindak pidana tersebut;

c. Teks ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang

dapat diiatuhkan untuk tindak pidana tersebut, dan ketentuan hukum

terkait dengan daluarsa proses paadilan atau daluarsa pelaksanaan

hukuman atas tindak pidana tersebut;

d. Permintaan penyitaaan, apabila diperlukan.

3. Permintaan ekstradisi yang terkait dengan seseorang yang dicari yang

belum pernah disidangkan, selain dokumen yang diperlukan berdasarkari

ayat (2) Pasal ini, wajib dilengkapijuga dengan:

a. Salinan resmi surat perintah penangkapan atau dokumen lain yang

memiliki fungsi yang sama yang dikeluarkan oleh otoritas

benuenang Pihak Peminta;

b. Pernyataan di bawah sumpah saksi mengenai pengetahuannya

atas tindak pidana tersebut.
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4. Permintaan ekstradisi terkait dengan seseorang yang dicari yang telah

dipidana atau dihukum oleh Pihak Peminta, selain dokumen yang

diperlukan berdasarkan ayat (2) dan (3) Pasal ini, wajib dilengkapidengan

salinan resmi putusan atau pemidanaan, dan:

a. Apabila orang yang dicari tersebut telah dijatuhi pidana namun

belum dihukum, keterangan dari pengadilan yang berwenang terkait

dengan putusan tersebut; atau

b. Apabila orang dicari tersebut telah dihukum, keterangan dari

otoritas berwenang yang menyatakan hukuman tersebut dapat

dilaksanakan dan sisa hukuman yang harus d'ljalani.

5. Apabila orang yang dicari telah dijatuhi putusan secara in absentia, Pihak

Peminta wajib menyerahkan dokumen yang menjelaskan bahwa orang

tersebut telah diberitahukan secara patut dan diberikan kesempatan untuk

hadir dan menyampaikan pembelaannya di depan pengadilan Pihak

Peminta.

6. Surat permintaan resmi ekstradisi dan dokumen terkait lainnya yang

diserahkan oleh Pihak Peminta sesuai dengan ayal (2), (3), (4), dan (5)

wajib secara resmi ditandatangani dan disahkan oleh otoritas berwenang

Pihak Peminta dan dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Pihak

Diminta atau dalam bahasa lnggris.

PASAL 9

KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI

1. Pihak Diminta menindaklanjuti permintaan ekstradisi sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan segera

menginformasikan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta melalui

saluran diplomatik.
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2. Apabila Pihak Diminta menolak keseluruhan atau sebagian permintaan

ekstradisi, alasan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada Pihak

Peminta.

PASAL 10

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pihak Diminta menganggap informasi yang disediakan untuk

mendukung permintaan ekstradisi tidak ankup, Pihak tersebut dapat

meminta agar informasi tambahan disampaikan dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari atau dalam waktu sebagaimana disepakati Para Pihak. Apabila

Pihak Peminta tidak dapat menyampaikan informasi tambahan dalam

jangka waktu tersebut, Pihak Peminta dianggap telah membatalkan

permintaannya secara sukarela. Namun, Pihak Peminta tidak dapat

dihalangi untuk mengajukan permintaan ekstradisi baru atas orang dan

tindak pidana yang sama.

PASAL 11

PENAHANAN SEMENTARA

1. Dalam keadaan mendesak, Pihak Peminta dapat meminta penahanan

sementara orang yang dicari sebelum mengajukan permintaan ekstradisi.

Permintaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis melalui saluran

yang ditetapkan dalam Pasal6 Perjanjian ini, saluran lntemationalCiminal

Police Organization, atau saluran lain yang disetujui oleh tiap-tiap Pihak.

2. Permintaan untuk penahanan sementara wajib memuat informasi yang

telah ditetapkan dalam ayat (2\ Pasal 8 Perjanjian ini, keterangan

mengenai adanya dokumen yang ditetapkan dalam ayat (3) atau (4) Pasal

8 Perjanjian ini, dan keterangan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas

orang yang dicaritersebut akan segera disusulkan.
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3. Pihak Diminta wajib segera memberitahukan Pihak Peminta hasil

penanganan permintaan tersebut.

4. Penahanan sementara wajib dihentikan apabila dalam jangka waktu 45

(empat puluh lima) hari setelah penahanan orang yang dicari tersebut,

otoritas benrenang Pihak Peminta belum menerima permintaan resmi

ekstradisi.

5. Penghentian penahanan sementara sesuai ayat (4) Pasal ini tidak akan

mempengaruhi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi

selanjutnya terhadap orang yang dicari tersebut apabila Pihak Diminta

telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

PASAL 12

PERMINTAAN BERSAMAAN

Apabila terdapat permintaan ekstradisi dari2 (dua) negara atau lebih terhadap

orang yang sama, baik untuk tindak pidana yang sama maupun tindak pidana

yang berbeda, guna menentukan negara tempat orang tersebut akan

diekstradisikan, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan segala faktor yang

relevan, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Permintaan tersebut dibuat berdasarkan perjanjian atau tidak;

b. Tingkat keseriusan tindak pidana;

c. Waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;

d. Kewarganegaraan dan kediaman orang yang dicari;

e. Tanggal tiap-tiap Permintaan; dan

f. Kemungkinan ekstradisidilanjutkan ke negara lain.
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PASAL 13

ASAS KEKHUSUSAN

1. Seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat

diproses di pengadilan, dihukum, ditahan, diekstradisikan kembari ke

negara ketiga, atau tunduk pada pembatasan atas kebebasan pribadi

lainnya di wilayah Pihak Peminta untuk tindak pidana apapun yang

dilakukan selain:

a. Tindak pidana yang ekstradisinya dikabulkan;

b. Tindak pidana lain terkait atau yang tetah disetujui pihak Diminta.

Persetujuan diberikan apabila tindak pidana yang dimintakan tersebut

juga dapat diekstradisikan menurut Perjanjian ini.

2. Permintaan persetujuan dari Pihak Diminta berdasarkan Pasal ini wajib

dilengkapi dengan dokumefi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), (3),

(4) dan (5) Pasal 8 Perjanjian ini dan dokumentasi hukum atas keterangan

pernyataan yang dibuat oleh orang yang diekstradisikan terkait dengan

tindak pidananya.

3. Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila orang tersebut telah memiliki

kesempatan untuk meninggalkan wilayah pihak peminta dan tidak

melakukannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

pembebasannya dari tindak pidana yang membuat orang tersebut

diekstradisikan atau apabila orang tersebut secara sukarela kembali ke

wilayah Pihak Peminta setelah meninggalkannya.
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PASAL t4

PENYERAHAN HARTA BENDA

1. Apabila diminta Pihak Peminta, Pihak Diminta, sepaniang diperbolehkan

oleh hukum nasionalnya, wajib menyita hasildan sarana tindak pidana dan

harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan

diwilayahnya, dan apabila ekstradisi dikabulkan, wajib menyerahkan harta

benda tersebut kepada Pihak Peminta.

2. Apabila ekstradisi dikabulkan, harta benda yang disebutkan dalam ayat (1)

Pasal ini dapat diserahkan meskipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan

karena orang yang dicari meninggal, hilang, melarikan diri, atau alasan

lainnya.

3. Pihak Diminta, untuk pelaksanaan proses peradilan pidana yang tertunda,

dapat menangguhkan penyerahan harta benda sebagaimana tersebut di

atas hingga selesainya proses peradilan tersebut, atau menyerahkan

sementara harta benda tersebut dengan syarat Pihak Peminta akan

mengembalikannya.

4. Penyerahan harta benda tersebut tidak akan merugikan hak Pihak Diminta

atau pihak ketiga atas harta benda tersebut. Apabila terdapat hak tersebut,

Pihak Peminta, atas permintaan Pihak Diminta, wajib segera

mengembalikan harta benda yang diserahkan dalam keadaan yang sama

kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses

peradilan.

PASAL 15

PENYERAHAN ORANG YANG DIEKSTRADISIKAN

1. Apabila ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, Para Pihak wajib

menyepakati waktu, tempat dan hal relevan lainnya yang terkait dengan
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pelaksanaan ekstradisi. Pihak Diminta wajib memberitahulen Pihak

Peminta jangka waktu penahanan yang telah d'tjalani orang yang akan

d iekstradisi sebelum penyerahan.

2. Apabila Pihak Peminta belum mengambil alih orang yang akan

diekstradisikan dalam iangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal

yang disepakati untuk pelaksanaan ekstradisi, Pihak Diminta waiib segera

melepaskan orang tersebut dan dapat menolak permintaan ekstradisi baru

oleh Pihak Peminta atas orang tersebut untuk tindak pidana yang sama,

kecualiditentukan lain dalam ayat (3) Pasal ini.

3. Apabila salah satu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih

orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati

karena ala6an di lmr kendalinya, Pihak lainnya wajib segera

diberitahukan. Para Pihak wajib menyepakati waktu dan tempat,yang baru

dan hal terkait lainnya untuk pelaksanaan ekstradisi. Dalam hal ini,

ketentuan ayat (2) Pasal ini akan berlaku.

PASAL 16

PENUNDAAN PENYERAHAN

1. Apabila orang yang dicari sedang menjalani proses peradilan atau sedang

menjalani hukuman di Pihak Diminta untuk tindak pidana apapun diluar

tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, Pihak Diminta, setelah

mengabulkan permintaan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi hingga

selesainya proses peradilan dan/atau selesainya masa hukuman.

Z, Apabila penundaan ekstradisi dapat menghambat proses peradilan pidana

di Pihak Peminta, Pihak Diminta, berdasarkan permintaan, dapat

menyerahkan sementara orang yang dicari kepada Pihak Peminta dengan

syarat bahwa proses peradilan pidana yang sedang berlangsung tidak

terhambat, dan Pihak Peminta akan menyerahkan kembali orang tersebut

tanpa syarat dan segera setelah berakhirnya proses peradilan terkait.
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PASAL 17

TRANSIT

1. Apabila salah satu Pihak akan mengekstradisikan seseorang dari negara

ketigra melalui wilayah Pihak lainnya, Pihak tersebut wajib meminta izin

kepada Pihak lainnya untuk melakukan transit tersebut. Permintaan izin

tersebut tidak diperlukan apabila menggunakan transportasi udara dan

tidak ada jaduaal pendaratan di wilayah Pihak lainnya.

2. Pihak Diminta, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya,

wajib mengabulkan permintaan transit ymg diajukan oleh Pihak Peminta.

3. Apabila terdapat pendaratan tidak terjadwal di wilayah Plhak lainnya,

pelaksanaan transit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1).

Pihak lainnya tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum

nasionalnya, dapat menahan orang tersebut selama jangka waktu 48

(empat puluh delapan) jam sementara menunggu permintaan transit.

PASAL 18

BIAYA

1. Semua biaya yang terkait dengan ekstradisi dibebankan kepada Pihak

yang wilayahnya merupakan tempat biaya tersebut dikeluarkan.

2. Biaya pengangkutan dan transit yang berhubungan dengan penyerahan

atau penjemputan orang yang diekstradisi ditanggung Pihak Peminta.

3. Apabila biaya tersebut merupakan biaya yang tidak terduga, Para Pihak

wajib berkonsultasi satu sama lain untuk menyelesaikannya.
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PASAL 19

PENYESUAIAN DENGAN PERJANJIAN.PERJANJIAN LAIN

Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kerrajiban Para Pihak yang timbul

dari perjanjian internasional lain yang Para Pihak tersebut menjadi pihaknya,

atau sebaliknya.

PASAL 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan

Perianjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik apabila Otoritas Pusat

kedua Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan.

PASAL 21

PEMBERLAKUAN, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini harus diratifikasi dan diberlakukan pada hari ketiga puluh

setelah tanggal pertukaran instrumen ratifi kasi.

2. Perjanjian ini berlaku terhadap permintaan atas tindakan atau pembiaran

yang tefladi sebelum dan sesudah Perianjian ini berlaku.

3. Perjanjian ini dapat diamandemenkan setiap saat melalui kesepakatan

bersama Para Pihak, amandemen tersebut berlaku dengan prosedur yang

sama sebagaimana dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.
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4. Tiap-tiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui

pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pengakhiran akan mulai berlaku

6 (enam) bulan setelah pemberitahuan. Namun, segala permintaan yang

diterima sebelum tanggal penerimaan pemberitahuan untuk pengakhiran

perjanjian tetap diproses sesuai dengan Perjanjian ini hingga permintaan

tersebut dipenuhi.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh

Pemerintah masing-masing, telah menandatangani perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Abu Dhabi pada tanggal dua bulan Februari

2014, dalam Bahasa lndonesia, Arab dan lnggris, semua naskah adalah

otentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris yang

berlaku.

UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

DR. AMIR SYAMSUDIN

MENTERI HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA

UNTUK PEMERINTAH

PERSATUAN EMIRAT ARAB

DR. HADEF BIN JOA'AN

AL D.HAHIRI

MENTERI KEHAKIMAN
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NEPI'BLIf, IITIX)IYESIA

TREATY

BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE UNITED ARAB EMIRATES

ON

EXTRADITION

The Goyemment of the Republic of lndonesia and the Govemment of

the united Arab Emirates (hereinafter refered to as,the parties,,);

DESIRING to promote effective cooperation between the two countries in

the suppression of crimes on the basis of mutual respect for sovereignty

and mutual benefit;

PURSUANT to the prevailing laws of the respective parties,

HAVE AGREED as foilows:

ARTICLE 1

OBLIGATION TO EXTRADITE

Each Party agrees to efiradite to the other, upon request and subject to the

provisions of this Treaty, any person who is fo,nd in the tenitory of the

Requested Party and is wanted in Reqr,esting Party for any prosecution or trial

or execution of a sentence in respect of an extraditable offence committed

within the jurisdiction of the Requesting party,
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ARTICLE 2

EXTRADITABLE OFFENCE

1. For the purpose of this Treaty, extraditable offences are offences that are

punishable under the laws of both Parties by a term of imprisonment of not

less than one year or by a more severe penalty.

2. \Mrere the request for extradition relates to a person who is wanted for the

enforcement of a sentence of imprisonment or other deprivation of tlberty

imposed for an extraditable offence, extradition shall be granted ohly if a
period of at least 6 (six) months of such sentence remains to be served.

3. ln determining whether an offence is an offence punishable under the laws

of both Parties, it shall not matter whether:

a. the laws of the Parties place the acts or omissions constituting the

offence within the same category of offence or denominate the ofunce

by the same terminology.

b. under the laws of both Parties the constituent elements of the offence

differ, it being understood that the totality of the acts or omissions as

presented by the Requesting Party constitute an extraditable offence

under the laws of the Requested Party.

4. lf the request for extradition includes several separate offences each of

which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do

not fulfill the other conditions set out in paragraph 1 of the present Article,

the Requested Party may grant extradition for the latter offences provided

that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.
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5. For the purpose of paragraph 1 of this Article, an extraditable offence shall

be an offence punishable according to the lats of both Parties if the act or

omission constituting the offence was an offence for which extradition

could be granted under the laws of both Parties at the time it was

committed and also the time the request for extradition is received.

6. An offence shall also be an extraditable offerrce if it consist of an attempt or

a conspiracy to commit, participation in the commission of aiding or

abetting, counseling or procuring the commission of, or being an accessory

before or after the fact to any offence described in paragraph 1 of this

Article.

7. \Mrere extradition of a person is sought for an offence against a law

relating to taxation, customs duties, exchange control or other revenue

matters, extradition may not be refused on the ground that the law of the

Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not

contain a tax, customs duty or exchange regulation of the same kind as the

law of the Requesting Party.

ARTICLE 3

MANDATORY GROUNDS FOR REFUSAL

1. Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following

circumstances:

a. !f the offence for which extradition is requested by the Requested Party

as an offence of a political nature;

3



b. lf the Requested Party has substantial grounds for believing that the

request for extradition has been made for the purpose of proseanting or

punishing a person on account of that person's race, religion,

nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status that person's

position may be prejudiced for any of those reasons;

c. lf the offence for which extradition is requested is an offence under the

military law, which is not also an offence under ordinary criminal law;

d. lf there has been a final judgement rendered against the person in the

Requested Party in respect of the offence for which the person's

extradition is requested;

e. lf the person whose extradition is requested has, under the law of either

Party, become immune from prosecution or punishment for any reason,

including lapse of time or amnesty;

f. lf the person whose extradition is requested has been or would be

subjected in the Requesting Party to torture or cruel, inhuman or

degrading treatment;

g. lf the judgement of the Requesting Party has been rendered in absentia

the convicted person has not had sufficient notice of the trial or the

opportunity to arrange for his or her defense and has not had or will not

have the opportunity to have the case retried in his or her presence;

h. lf the person whose extradition is requested has undergone the

punishment provided by the law of, or a part of, any country or has been

acquitted or pardoned by a competent tribunal or authority, in respect of

that offence or another offence constituted by the same acts or

omissions constituting the offence for which his extradition is requested.

2. For the purpose of this Treaty, the following shall be deemed not to be an

offence of a political nature:
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a. an offence against the life or person of any Head of State or a member

of his immediate family or any Head of Govemment or a member of his

immediate family, or any member of the United Arab Emirates supreme

Council or any member of their immediate families;

b. an offence for which both Parties have the obligation pursuant to a

multilateral international convention, the purpose of which is to prevent

or repress a specific category of offences, to either extradite the person

sought or submit the case without undue delay to their competent

authorities for the purpose of prosecution;

c. murder;

d. offencdb against laws relating to tenorist acts; and

e. any atiempt, abetment or conspiracy to commit any of the offences

referred to in subaaragraphs (a) to (d) of this Article.

3. lf any qudbtion arises as to whether the offence for which the fugitive is

sought is en offence of a political nature, the decision of the Requested

Party shall be determinative.

ARTICLE 4

OPTIONAL GROUNDS FOR REFUSAI-

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a. lf the competent authorities of the Requested Party have decided either not

to institute or to terminate proceedings against the person for the offence in

respect of which extradition is requested.
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b. lf a prosecution in respect of the offence for wtrich extradition is requested

is pending in the Requested Party against the person whose extradition is

requested.

c. lf the offence for which extradition is requested carries the death penalty

under the law of the Requesting Party, unless that party gives such

assurance as the Requested Party considers sufficient that the death

penalty will not be imposed or, if imposed, will not be carried out;

d. lf the offence for which extradition is requested is regarded under the law of

the Requested Party as having been committed in whole or in part within

that Party.

ARTICLE 5

EXTRADITION OF NATIONALS

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.

2. lf extradition is not granted, the Requested party shall, at the request of the

Requesting Party, submit the case to its competent authority for the
purpose of institution of criminal proceedings in accordance with its national

law. For this purpose, the Requesting party shall provide the Requested

Party with documents and-evidences relating to the case. The Requesting

Party shall be notified of any action taken in this respect, upon its request.

ARTICLE 6

CHANNELS OF COMMUNICANON

For the purpose of this Treaty, the Parties shall communicate with each other

through diplomatic channels.
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ARTICLE 7

CENTRAL AUTHORIW

1. Each Party shall designate a Central Authority for the purpose of the

implementation of this Treaty.

2. The respective CentralAuthorities are:

a. For the Government of the Republic of lndonesia, the Central Authority

is the Ministry of Law and Human Rights; and

b. For the Govemment of the United Arab Emirates, the Central Authority

is the Ministry of Justice.

3. ln case any Party changes its Central Authority, it shall notify in writing the

other Party of such change, through diplomatic channels.

ARTICLE 8

THE REQUEST AND THE REQUIRED DOGUMENTS

1. A request for extradition shall be made in writing and conveyed with the

related documents through diplomatic channels.

2. A request for extradition shall be accompanied by:

a. As accurate a description as possible of the person sought, together

with any other information that may help to establish that person's

identity, nationality and location, including a recent photograph or

fingerprint records, where available;

b. A brief statement of the facts of the offence, including the time, place,

conduct and consequences of the offence;
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c. The text of the legal provisions determining the offence and the

punishment that can be imposed for the offence, and the legal

provisions relating to the lapse of time on the institution of proceedings

or on the execution of any punishment for that offence;

d. Request for seizure, if it is required.

3. A request for extradition which relates to a person sought who has not yet

been tried shall, in addition to the documents required under paragraph 2

of this Article, be accompanied by:

a. A certified copy of an anest wanant or other documents having the

same effect issued by the competent authority of the Requesting Party;

b. Sworn statements of witnesses concerning their knowledge of the

offence.

4. A request for extradition which relates to a person sought who has been

convicled or sentenced by the Requesting Party shall, in addition to the

documents required under paragraph 2 and 3 of this Article, be

accompanied by a certified copy of the conviction or sentence, and:

a. If the person sought has been convicted but not sentenced, a statement

to that effect by the appropriate court; or

b. lf the person sought has been sentenced, a statement by the

competent authority indicating that the sentence is enforceable and the

extent to which the sentence remains to be served.

5. lf the person sought has been convicted in absentia, the Requesting Party

shall submit such documents describing that person has been duly notified

and given the opportunity to appear and anange for his or her defense

before the court of the Requesting Party,
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6. The letter of formal request for extradition and other relevant documents

submitted by the Requesting Party in accordance with paragraph 2, 3, 4

and 5 shall be officially signed or sealed by the competent authority of the

Requesting Party and be accompanied by translation in the language of

the Requested Party or in English language.

ARTICLE 9

DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

1. The Requested Party shall deal with the request for extradition in

accordance with the procedures provided for by its national law, and shall

promptly inform the Requesting Party of its decision through diplomatic

channels.

2. lf the Requested Party refuses the whole or any part of the request for

extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting

Party.

ARTICLE 10

ADDITIONAL INFORMATION

lf the Requested Party considers that the information furnished in support

of a request for extradition is not sufficient, that party may request that

additional information be furnished within a0 (thirty) days or within a period

as agreed between the Parties. lf the Requesting party fails to submit

additional information within that period, it shall be considered as having

renounced its request voluntarily. However, the Requesting party shall not

be precluded from making a fresh request for extradition for the same

person and offence.
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ARTICLE 11

PROVISIONAL ARREST

1. ln urgent cases, the Requesting State may request for the provisional

arrest of the person sought before making a request for extradition. Such

request may be submitted in writing through the channels provided for in

Article 6 of this Treaty, lnternational Criminal Police Organization or other

channels agreed to by both Parties.

2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in

paragraph 2 Article 8 of this Treaty, a statement of the existence of

documents indicated in paragraph 3 or 4 of Article 8 of this Treaty and a

statement that a formal request for extradition of the person sought will

follow.

3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting party of the

result of its handling of the request.

4. Provisional anest shall be terminated if wfrich a period of 45 (forty five)

days after the arrest of the person sought, the competent authority of the

Requested Party has not received the formal rgquest for extradition.

5. The termination of provisional arrest pursuant to paragraph 4 of this Article

shall not prejudice the subsequent re-anest and institution of extradition

proceedings of the person sought if the Requested party has subsequenily

received the formal request for extradition.

ARTICLE 12

CONGURRENT REQUESTS

Where requests are received from two or more states for the extradition of the

same person either for the same offence or for different offences, for the

1o
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purpose of determinino to which of those states the person is to be extradited,

the Requested State shall consider all relevant factors, including but not

limited to:

a. \Mrether the request was made pursuant to a treaty;

b. The gravity of the offences;

c. The time and place of the commission of the offence;

d. The nationality and habitual residence of the person sought;

e. Respective dates of the Requests; and

f. The possibility of subsequent extradition to another state.

ARTICLE 13

RULE OF SPECIALITY

1. A person extradited under the present rreaty shall not be proceeded

against, sentenced, detained, re-extradited to.a third state, or subjected to

any other restriction of personal liberty in the territory of the reouesting

State for any offence committed surrender other than:

a. An offence for which extradition was granted;

b. Any other offence in respect or which the Requested party consents.

Consent shall be given if the offence for which it is requested is itself

subject to extradition in accordance with the present treaty.

2. A Request for the consent of the Requested Party under the present articte

shall be accompanied by the documents mentioned in paragraph 2, g, 4

and 5 of Article 8 of this Treaty and a legal record of any statement made

hy the efiradited person with respect to the offence.
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3. Paragraph 1 of this Article shall not apply if the person has had an

opportunity to leave the Requesting Party and has not done so within 30

(thirty) days of final discharge in respect of the offence for which that

person was extradited or if the person has voluntarily returned to the

territory of the Requesting Party after leaving it.

ARTICLE T4

SURRENDER OF PROPERTY

1. lf the Requesting Party so requests, the Requested Party shall, to the

extent permitted by its national law, seize the proceeds and instrumentality

of the offence and other property which may serve as evidence found in its

territory, and when extradition is granted, shall sunender these property to

the Requesting Party.

2. \Mren the extradition is granted, the proprty mentioned in paragraph 1 of

this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition can not

be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person

sought, or any other reasons.

3. The Requested Party may, for conducting any other pending criminal

proceedings, postpone the surrender of above-mentioned property untilthe

conclusion of such proceedings, or temporarily sunender that property on

condition that the Requesting Party undertakes to return it.

4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of

the Requested Party or any third party to that property. \Mtere these rights

exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested PaO,

promptly return the surrendered property without change to the Requested

Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings'
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ARTICLE 15

SURRENDER OF THE EXTRADITED PERSON

1. lf the extradition has been granted by the Requested Party, the Parties

shall agree on time, place and other relevant matters relating to the

execution of the extradition. The Requested Party shall inform the

Requesting Party of the period of time for which the person to be extradited

has been detained plior to the sunender.

2. lf the Requesting Party has not taken over the person to be extradited

within 30 (thirty) days after the date agreed for the execution 0f the

extradition, the Requosted Party shall release that person immediately and

rnay refuse a fresh rsquest by the Requesting Party for extradition of that

per3on for the same offence, unless othenrvise provided for in Paragfeph 3

of this Article.

3. lf a Party fails to surl'ender or take over the person to be extradited within

the agreed period fof reasons beyond iis control, the othel Farty shall be

notified promptly. The Parties shall agree on a new time and place and

relevant matters fbr the execution of the extradition. ln this case, the

provisions of ParagraPh 2 of this Article shall apply.

ARTIGLE 16

POSTPONEMENT OF SURRENDER

1. lf the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in

the Requested Party for any offence other that for which the extradition is

requested, the Requested Party may, afler having made a decision to

grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the

proceedings and/or the completion of the sentence.

13



2. lf the postponement of the extradition may seriously impede the criminal

proceedings in the Requesting Party, the Requested party may, upon

request, temporarily surrender the person sought to the Requesting party

provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that

the Requesting Party undertakes to return that person unconditionally and

immediately upon conclusion of relevant proceedings.

anTELE rz
TRANSIT

1. when a Party is to extradite a person from a third state through the

territory of the other Party, it shall request the other party for the

permission of such transit. No such request is required where air

tfaniportation is used and no landing in the territory of the other Party is

scheduled,

2. The Requested Pany shall, in so far as not contrary to its national law

grant the rdqudst for tran$it made by the Requesting party.

3. lf an unscheduled landlng in the teriitory of the other Party occurred, transit

shall be subJected to the provision of paragraph 1. That party may, insofar

as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period

of 48 (forty eight) hours while waiting the request of transit.

ARTICLE 18

EXPENSES

1. All expenses related to the extradition shall be borne by the Party in which

territory they were incurred.
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2. The expenses of transportation and the transit expenses in connection with

the sunender or taking of the extradited person shall be borne by the

Requesting Party.

3. ln case the said expenses are of an extraordinary nature, the Parties shall

consult with each other to settle the same.

ARTICLE 19

COMPATIBILITY WTH OTHER TREATIES

This Treaty shall not affed any rights and obligations of the Parties that arise

from other international treaties in which they are both parties, or othenrise.

ARTICLE 20

SETTLEIUENT OF DISPUTES

Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of

this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the Central

Authorities are unable to reach agreement

ARTICLE 21

ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS, AND TERMINATION

1. This Treaty is subject to ratification and shall enter into force on the thirtieth

day after the date of the exchange of the instruments of ratification.

2. This Treaty shall apply to requests whether or not the relevant act or

omission occurred prior to the Treaty entering into force.
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3' This Treaty may be amended at any time by mutual consent of both

Parties, such amendments shafi enter into force by the same procedure as

applicabte for the entry into force of this Treaty.

4' Either party may terminate this Treaty at any time upon a written notice to

the other party. Termination sha, take effect 6 (six) months forowing the

notification. However, any request received up to the date of receipt of the

notice to terminate sha[ continue to be governed by this Treaty untir the

request is concluded.

rN *TNESS WHEREOF, the undersigned, being dury authorized thereto by

their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in dupricate at Abu Dhabi on this second day of February, 2014, in

lndonesian, Arabic and Engrish ranguages, a, the texts being equary

authentic' ln case of any divergence of interpretation, the English text shall

prevail.

FOR THE GOVERNITTENT OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA

DR. AMIR SYATUISUDIN

IUINISTER OF LAW

AND HUMAN RIGHTS

FOR THE GOVERNMENT OF

THE UNITED ARAB EMIRATES

DR. HADEF BIN"JOA'AN

AL DHAHIRI

MINISTER OF JUSTIGE
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